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Dana Bagi Hasil
Harus Rasional

Kamis (21/11). : o
Harusnya menurut dia, yang per- .
tama dana bagi hasil bisa diberikan

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan
Barat (Kalbar) Sutarmidji berharap
penetapan dana bagi hasil dari pemer-

intah pusat ke daerah bisa
lebih rasional. Ada dua in-
dikator yang menurutnya
relevan dijadikan dasar
perhitungan yakni isu
lingkungan dan pertum-
buhan ekonomi. “Kami
“minta ada bagi hasil yang

tergantung sumber penda-
patan negara dari daerah
yang bersangkutan. Kaitan
dengan Kalbar misalnya,
pendapatan di sektor per-

tambangan-dan perkebu-
nan. Sehingga isu lingkun-

gan harus menjadi salah satu indika-

lebih rasional. Artinya indikator bagi
hasil antara daerah dengan daerah
lain harusnya tidak sama,” katanya
usai menjadi Keynote Speaker pada
Seminar Ekonomi Regional dengan
bertajuk Dana Bagi Hasil yang Berkea-
dilan di Aula Kanwil DJPB Kalbar,

tor. “Supaya kalau daerah diperhatikan
hal-hal seperti itu, maka dia juga akan
berupaya bagaimana mendongkrak itu.
Tapi kalau pukul rata'semua, pasti akan
bicara ketidakadilan,” ujarnya.

Dana Bagivﬁasil Harus Rasional .

Sambungan dari hélanaan 9

Orangnomor satu di Kalbar
mencontohkan Kabupaten
Kapuas Hulu yang hampir 51
persen wilayahnya berupa
kawasan konservasi. Artinya
banyak wilayah yang harus di-
jaga dan tidak bisa diapa-apa-
kan. Sementara Dana Alokasi
Khusus (DAU) yang diterima
daerah tersebut sama saja
dengan daerah lain. “Tidak
adainsentifitudan sebagainya.
Bagi hasilnya pun tidak juga.
Akhirnya apa, mereka tidak
akan menjaga lingkungan,
lingkungan rusak negara kelu-
ar duit juga. Kan itu, harusnya

e

berpikir seperti itu,” paparnya.

Laluyangkedua, adaindika-
tor lain yakni pertumbuhan
ekonomi. Harusnya daerah-
daerah yang mampu nien-
ingkatkan perekonomian di
atas rata-rata nasional berhak
mendapatinsentiflebih. “Seh-
ingga daerah berlomba-lomba
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Sekarang itu (per-
tumbuhan ekonomi) belum

jadi parameter,” imbuhnya.

Midjisapaan akrabnyameli-
hatselamainitolakukur dalam
menghitung dana bagi hasil
terlalu jelimet. Terlalu banyak
indikator yang ditetapkan.
Salah satunya soal WTP yang

dianggap sudah tidak relevan.
“Sekaranginikan 84 persen su-
dah WTP seluruh daerah, nah
ngapain lagi itu jadi dasar. Ba-
guskan pertumbuhan (ekono-

mi). Pertumbuhanyangpalipg

bagus, sama isu lingkungan,
dua hal itu,” pungkasnya.

~ Dalam kesempatan yang
sama Kakanwil Ditjen Perben-
daharaan (DJPb) Kalbar Edih
Mulyadi mengatakan, dige-
larnya seminar ini sekaligus
untuk mendengar apa yang
menjadi perhatian daerah.
Meskimemanguntuk parame-
teratau formulasi perhitungan
dana bagi hasil sudah diatur
lewatUU. Jikapuningin diubah
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tentu perlu proses yang pan-
jang. “Tapi setidaknya kalau
ada masukan secara formal,
makanya kami disukusikan
ada masukan yang sangat
mendasar menurut saya tadi,’
katanya. Dengan demikian
pokok-pokok pikiran dari ha-
sil seminar ini nantinya bjsa
menjadi bahan masukan ke
pusat. “Walaupun saya juga
tidak berharap banyak karena
inimenyangkutlegislasidi UU.

_Setidaknya ini salah satu hal

yang positif untuk memberi-

" kan sisi lain ke pemerintah

pusat, bagaimana daerah me-
nyikapi terkait bagi hasil ini,’
tutupnya.(bar)
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